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Abstract. Women's political involvement is an important aspect in promoting equitable social change, but 

unfortunately, political involvement in Indonesia is still relatively low due to a patriarchal culture and a lack of 

political party support. This study aims to analyze the forms of political involvement carried out by 'Aisyiyah in 

promoting social advocacy. The main focus of this study includes strategies, actors, and political participation 

spaces used by 'Aisyiyah in fighting for the interests of society, especially vulnerable groups. This research method 

uses a qualitative approach through a literature review of various relevant journals, reports, and articles. The 

data analysis technique in this study uses coding the results of the article review analysis, then grouped based on 

research variables and continued with drawing conclusions based on the data analysis variables used. The 

research findings show that 'Aisyiyah is actively involved in social advocacy through formal and informal political 

channels, and utilizes the power of organizational networks and religious values to strengthen its influence. 

'Aisyiyah's political participation not only reflects women's collective awareness but also serves as an instrument 

in shaping social policies that are responsive to community needs. This study is expected to contribute to 

broadening understanding of the strategic role of women's organizations in the political and social arena. 
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Abstrak. Keterlibatan politik perempuan merupakan salah satu aspek penting dalam mendorong perubahan sosial 

yang berkeadilan namun sayangnya keterlibatan politik di Indonesia masing relatif rendah disebabkan adanya 

budaya patriarki, dan kuranya dukungan partai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk keterlibatan 

politik yang dilakukan oleh ‘Aisyiyah dalam mendorong advokasi sosial. Fokus utama penelitian ini meliputi 

strategi, aktor, serta ruang partisipasi politik yang digunakan oleh ‘Aisyiyah dalam memperjuangkan kepentingan 

masyarakat, khususnya kelompok rentan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui kajian 

literatur dari berbagai jurnal, laporan, dan artikel yang relevan. Teknik analisis data dalam penelitian ini dengan 

pekodingan hasil analisis review artikel kemudian di kelompokkan berdasarkan variaberl penelitian dan di 

lanjutkan dengan penarikan Kesimpulan berdasarkan variable analisis data yang digunakan. Temuan penelitian 

menunjukkan bahwa ‘Aisyiyah terlibat aktif dalam advokasi sosial melalui saluran politik formal dan nonformal, 

serta memanfaatkan kekuatan jaringan organisasi dan nilai keagamaan untuk memperkuat pengaruhnya. 

Partisipasi politik ‘Aisyiyah tidak hanya mencerminkan kesadaran kolektif perempuan, tetapi juga menjadi 

instrumen dalam membentuk kebijakan sosial yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Studi ini 

diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman mengenai peran strategis organisasi 

perempuan dalam arena politik dan sosial. 

 

Kata kunci: Advokasi Sosial, ‘Aisyiyah, Keterlibatan Politik,  Organisasi Keagamaan, Partisipasi Perempuan 

 

1. LATAR BELAKANG 

Keterlibatan perempuan dalam politik merupakan bagian penting dari upaya 

membangun sistem demokrasi yang partisipatif, adil, dan inklusif. Partisipasi perempuan tidak 

hanya berkaitan dengan pemenuhan hak-hak sipil dan politik, tetapi juga berkaitan langsung 

dengan keadilan sosial dan keberagaman perspektif dalam proses pengambilan kebijakan 

(Umagapi, 2020). Namun, dalam konteks Indonesia, Keterlibatan politik perempuan masih 
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menghadapi berbagai tantangan. Hambatan struktural, kultural, hingga diskriminasi berbasis 

gender menjadi faktor yang memengaruhi rendahnya keterlibatan perempuan dalam dunia 

politik, baik dalam pencalonan maupun dalam pengambilan keputusan di lembaga legislatif 

maupun eksekutif. 

Berdasarkan data DPR RI periode 2019–2024, keterwakilan perempuan baru mencapai 

20,5%, masih jauh dari target kuota 30% sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 

No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Ketimpangan ini menunjukkan belum terwujudnya 

kesetaraan gender dalam politik secara substantif. Minimnya representasi perempuan tidak 

hanya berdampak pada kurangnya suara perempuan dalam proses legislasi dan kebijakan 

publik, tetapi juga membuat banyak isu-isu yang menyangkut kepentingan perempuan dan 

kelompok rentan kurang mendapat perhatian yang memadai. Hal ini menjadi tantangan serius 

dalam menciptakan kebijakan yang berkeadilan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat 

secara menyeluruh (Dony Irawan, 2024). 

Dalam konteks tersebut, organisasi perempuan berbasis agama seperti ‘Aisyiyah 

memainkan peran strategis dalam memperjuangkan kepentingan perempuan dan masyarakat 

secara umum. Melalui berbagai aktivitas sosial, keagamaan, dan advokasi kebijakan, ‘Aisyiyah 

menjadi aktor penting dalam memperkuat representasi politik perempuan. Isu-isu sosial seperti 

perlindungan anak dan perempuan, hak-hak penyandang disabilitas, pendidikan, hingga 

kesejahteraan keluarga menjadi fokus utama gerakan mereka. Peran aktif ini menunjukkan 

bahwa keterlibatan politik perempuan tidak hanya terjadi di ruang formal seperti parlemen, 

tetapi juga melalui jalur non-formal seperti advokasi kebijakan yang berbasis masyarakat. 

Sejumlah studi telah menyoroti keterlibatan ‘Aisyiyah dalam ranah politik dan sosial. 

Penelitian Prihatin, (2021),  dalam Jurnal Civic Education menyatakan bahwa ‘Aisyiyah 

berperan sebagai agen kontrol politik dalam Pilkada 2020 di Ponorogo, sedangkan Nadliroh 

(2024), dalam Jurnal Pemikiran Politik Islam lebih menekankan pada peran pemberdayaan dan 

advokasi yang dilakukan organisasi ini menjelang Pemilu 2024. Kendati demikian, kajian yang 

secara spesifik mengupas keterlibatan ‘Aisyiyah dalam advokasi kebijakan sosial, khususnya 

di tingkat lokal, masih sangat terbatas. Padahal, pada konteks lokal inilah perjuangan politik 

perempuan melalui organisasi keagamaan menjadi lebih konkret dan dekat dengan realitas 

masyarakat. 

Perjuangan ‘Aisyiyah dalam mempengaruhi kebijakan publik tentu tidak terlepas dari 

tantangan besar, terutama dominasi budaya patriarki yang masih kuat dan terbatasnya akses 

perempuan ke ruang-ruang pengambilan keputusan. Selain itu, dalam dinamika politik lokal 

yang kompleks, pengaruh organisasi perempuan dalam proses kebijakan sering kali dibatasi 
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oleh struktur kekuasaan yang maskulin. Meski begitu, ‘Aisyiyah tetap menunjukkan 

kapasitasnya sebagai kekuatan sosial-politik yang mampu mengadvokasi isu-isu publik secara 

konsisten dan terorganisir, menjadikan mereka sebagai salah satu contoh penting dalam studi 

representasi politik perempuan berbasis komunitas keagamaan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

bagaimana bentuk representasi politik diwujudkan oleh ‘Aisyiyah melalui advokasi kebijakan 

sosial di tingkat lokal. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi strategi-strategi yang 

digunakan oleh organisasi tersebut dalam mempengaruhi proses pengambilan keputusan 

publik. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus, diharapkan kajian ini dapat memberikan 

kontribusi bagi pengembangan teori tentang representasi politik perempuan, sekaligus 

memperkaya literatur mengenai peran organisasi perempuan berbasis agama dalam 

memperkuat demokrasi dan keadilan sosial di tingkat lokal. 

 

2.  METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi 

literatur (library research). Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggambarkan dan 

menganalisis fenomena sosial-politik secara mendalam melalui penelaahan terhadap data teks 

dan dokumen. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk memahami makna di balik 

keterlibatan politik perempuan dalam konteks advokasi kebijakan sosial, khususnya melalui 

organisasi keagamaan seperti ‘Aisyiyah. Metode studi literatur digunakan untuk menghimpun, 

mengevaluasi, dan menafsirkan berbagai informasi yang berasal dari sumber-sumber tertulis 

yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku akademik, dokumen organisasi, peraturan perundang-

undangan, laporan riset, serta artikel media yang kredibel. Data dikumpulkan dengan 

menelusuri literatur yang membahas tentang representasi politik perempuan, advokasi 

kebijakan publik, gerakan sosial berbasis keagamaan, serta dinamika partisipasi perempuan 

dalam organisasi ‘Aisyiyah. 

Proses pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap, yakni penelusuran sumber 

informasi dengan menggunakan kata kunci yang relevan seperti “representasi politik 

perempuan”, “advokasi kebijakan sosial”, “organisasi perempuan Islam”, dan “Aisyiyah dalam 

politik lokal”. Sumber-sumber tersebut diperoleh dari berbagai database seperti Google 

Scholar, DOAJ, Sinta, dan perpustakaan digital. Setelah itu, dilakukan proses seleksi untuk 

memastikan bahwa literatur yang digunakan memiliki keterkaitan langsung dengan fokus 

penelitian, memiliki kredibilitas akademik, dan berasal dari lima tahun terakhir, kecuali untuk 

sumber dasar. Data yang terkumpul kemudian dikategorisasi berdasarkan tema-tema utama 
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seperti bentuk advokasi, strategi representasi, pengaruh organisasi terhadap kebijakan, serta 

hambatan struktural dan kultural yang dihadapi perempuan dalam dunia politik. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Keterlibatan Politik Perempuan 

Keterlibatan perempuan dalam dunia politik di Indonesia hingga kini masih menghadapi 

berbagai tantangan struktural dan kultural yang kompleks. Meskipun pemerintah telah 

menetapkan kebijakan afirmatif berupa kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan 

anggota legislatif, implementasinya belum optimal. Persentase keterwakilan perempuan di 

parlemen dan lembaga pengambil keputusan lainnya belum mencapai target yang diharapkan. 

Salah satu penyebab utama adalah masih kuatnya budaya patriarki yang memengaruhi persepsi 

masyarakat bahwa ranah politik bukanlah ruang yang “wajar” bagi perempuan. Perempuan 

dianggap lebih cocok berperan dalam urusan domestik, sementara urusan publik dan 

pengambilan keputusan cenderung didominasi laki-laki (Fauziah, 2023). 

Selain hambatan budaya, tantangan lain yang tidak kalah penting adalah minimnya 

dukungan dari partai politik terhadap kader perempuan. Banyak partai hanya menempatkan 

perempuan dalam daftar pencalonan untuk memenuhi kuota, tanpa memberikan pelatihan, dana 

kampanye, atau dukungan struktural yang cukup. Akibatnya, perempuan sering kali hanya 

menjadi simbol keterwakilan semu tanpa kekuatan politik nyata. Di sisi lain, masih banyak 

perempuan yang belum memiliki akses terhadap pendidikan politik dan informasi yang 

memadai untuk memahami sistem politik secara menyeluruh. Ketimpangan ini semakin 

memperlemah posisi perempuan dalam kontestasi politik yang kompetitif (Ningsih, 2025) 

Namun, di tengah kondisi tersebut, muncul inisiatif dari berbagai organisasi masyarakat 

sipil yang berupaya membuka ruang alternatif bagi perempuan untuk berpartisipasi secara aktif 

dalam pembangunan dan kebijakan publik. Salah satu contoh paling menonjol adalah 

‘Aisyiyah, organisasi perempuan yang berafiliasi dengan Muhammadiyah. ‘Aisyiyah tidak 

hanya fokus pada pelayanan sosial dan pendidikan, tetapi juga secara aktif mendorong 

partisipasi politik perempuan di akar rumput. Melalui pendidikan kewargaan, pelatihan 

kepemimpinan, serta keterlibatan dalam forum kebijakan lokal, ‘Aisyiyah berhasil 

menciptakan ruang aman dan produktif bagi perempuan untuk terlibat dalam kehidupan politik, 

meski bukan dalam konteks partai politik formal (Azizah, 2022). 

Peran ini sangat penting karena memperlihatkan bahwa politik tidak selalu harus 

dipahami dalam pengertian elektoral semata. Partisipasi politik dapat pula diwujudkan dalam 

bentuk keterlibatan aktif dalam perumusan kebijakan publik, advokasi isu-isu sosial, serta 
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pengawasan terhadap implementasi program pemerintah. Dalam konteks ini, ‘Aisyiyah telah 

membuktikan bahwa perempuan mampu menjadi aktor perubahan sosial dan politik melalui 

jalur-jalur nonkonvensional, yang justru lebih dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari 

(Pram, 2024). 

Bentuk Keterlibatan Politik ‘Aisyiyah 

Keterlibatan politik ‘Aisyiyah dalam advokasi sosial menunjukkan transformasi peran 

organisasi perempuan dari ruang domestik menuju partisipasi aktif dalam ruang publik. Meski 

tidak berafiliasi secara langsung dengan partai politik, ‘Aisyiyah memainkan peran politik 

substantif melalui advokasi isu perempuan dan anak, keterlibatan dalam Musrenbang, serta 

inisiatif pendidikan politik perempuan. Di banyak daerah, termasuk Kabupaten Ponorogo, 

Aisyiyah ikut serta dalam perumusan kebijakan daerah terkait perlindungan perempuan, 

kesehatan reproduksi, serta pengentasan stunting (Mahardhani, dkk 2020). 

Meski tidak berafiliasi secara langsung dengan partai politik, ‘Aisyiyah menjalankan 

peran politik substantif melalui berbagai aktivitas advokatif. Salah satu bentuknya adalah 

keterlibatan aktif dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), yang menjadi 

ruang partisipatif strategis bagi masyarakat dalam menyusun kebijakan publik. Melalui forum 

ini, ‘Aisyiyah menyuarakan isu-isu perempuan seperti kesehatan, pendidikan, dan 

perlindungan sosial (Sulton, 2023). 

Di beberapa daerah, termasuk Kabupaten Ponorogo, ‘Aisyiyah memiliki kontribusi nyata 

dalam perumusan kebijakan daerah. Isu-isu penting yang diangkat antara lain berkaitan dengan 

perlindungan perempuan dari kekerasan, kesehatan reproduksi, serta upaya pengentasan 

stunting. Peran ini menunjukkan bahwa organisasi perempuan dapat menjadi penggerak dalam 

pembangunan lokal yang berkeadilan dan responsif gender (Mahardhani, dkk., 2020). 

Selain melalui jalur formal kebijakan, bentuk advokasi sosial ‘Aisyiyah juga diwujudkan 

lewat pendirian sejumlah layanan langsung kepada masyarakat. Di antaranya adalah Lembaga 

Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Aisyiyah yang memberikan pendampingan hukum, 

pusat layanan psikososial untuk korban kekerasan, serta program pendampingan bagi 

perempuan penyintas kekerasan seksual. Kegiatan-kegiatan ini menegaskan peran ‘Aisyiyah 

dalam melindungi dan memberdayakan kelompok rentan (Datin, 2022). 

Dengan demikian, ‘Aisyiyah tidak hanya berperan sebagai organisasi sosial-keagamaan, 

tetapi juga telah berkembang menjadi aktor politik non-partisan yang memperjuangkan 

keadilan sosial dan kesetaraan gender. Melalui pendekatan advokasi yang inklusif dan berbasis 

nilai, ‘Aisyiyah mampu menavigasi ruang politik secara konstruktif tanpa kehilangan identitas 

keagamaannya. 
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Dampak terhadap Kebijakan Sosial 

Keterlibatan aktif ‘Aisyiyah dalam ranah advokasi sosial telah menghasilkan dampak 

yang signifikan terhadap arah dan substansi kebijakan sosial di berbagai level pemerintahan, 

baik di tingkat lokal maupun nasional. Posisi Aisyiyah sebagai organisasi perempuan berbasis 

Islam yang memiliki legitimasi sosial dan struktur kelembagaan yang kuat menjadikannya 

mitra strategis dalam formulasi kebijakan publik yang berorientasi pada keadilan gender dan 

perlindungan kelompok rentan (Kusuma & Kurniawati, 2023). 

Salah satu contoh konkret dapat ditemukan di Kabupaten Ponorogo, di mana Aisyiyah 

berperan aktif sebagai bagian dari jaringan civil society yang terlibat dalam pengesahan 

Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok dan Perda Perlindungan Anak. Dalam proses 

tersebut, Aisyiyah tidak hanya memberikan masukan substansi kebijakan, tetapi juga 

menyuarakan hasil kajian dan aspirasi masyarakat bawah melalui forum-forum partisipatif 

seperti Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dan audiensi dengan DPRD 

(Sulton, 2023). 

Dalam konteks isu kekerasan berbasis gender dan seksual, Aisyiyah juga memainkan 

peran strategis yang lebih luas. Di samping menyediakan layanan hukum melalui Lembaga 

Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH), organisasi ini aktif mendampingi korban kekerasan 

seksual serta melakukan kampanye kesadaran publik terkait hak-hak perempuan. Lebih jauh, 

Aisyiyah ikut mendorong pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak 

Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai bentuk respon sistemik terhadap meningkatnya 

kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Advokasi ini dilakukan baik melalui jalur 

institusional, seperti dialog dengan pemangku kebijakan, maupun melalui penggalangan 

dukungan masyarakat sipil dan media (Sukmana, 2018). 

Selain aspek legal formal, dampak kultural dari keterlibatan Aisyiyah juga patut dicatat. 

Melalui pendidikan politik berbasis komunitas, penguatan kapasitas kader perempuan, serta 

penyebaran narasi "Perempuan Islam Berkemajuan", Aisyiyah telah membantu membentuk 

kesadaran publik yang lebih progresif terhadap pentingnya representasi perempuan dalam 

kebijakan sosial. Perubahan wacana ini menjadi modal sosial yang krusial untuk meningkatkan 

partisipasi perempuan dalam ranah politik formal dan struktur pengambilan keputusan lainnya 

(Lelly Qodariah, 2016). 

Lebih jauh, kontribusi Aisyiyah terhadap kebijakan sosial juga tampak dalam bentuk 

pelayanan berbasis masyarakat yang secara langsung melengkapi atau bahkan menggantikan 

fungsi negara. Melalui amal usaha di bidang pendidikan dan kesehatan, seperti sekolah inklusif, 

klinik ibu-anak, dan layanan psikososial untuk penyintas kekerasan, Aisyiyah telah 
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menciptakan ruang aman dan pemberdayaan yang berdampak jangka panjang pada kualitas 

hidup masyarakat akar rumput (Rahmi, 2021). 

Di tingkat nasional, pendekatan Aisyiyah yang bersifat kolaboratif, transformatif, dan 

non-konfrontatif memungkinkan organisasi ini menjalin hubungan baik dengan berbagai 

pemangku kebijakan. Hal ini berdampak pada terbukanya akses jaringan kebijakan yang bisa 

dimanfaatkan untuk menyuarakan isu-isu strategis seperti pencegahan pernikahan anak, 

penanggulangan stunting, serta perlindungan perempuan pekerja migran (Aisyatul 

Munawaroh, 2024). 

Selain mendorong terbentuknya regulasi, pengaruh Aisyiyah terhadap implementasi 

kebijakan sosial juga sangat nyata. Di berbagai daerah, kader Aisyiyah dilibatkan dalam 

monitoring dan evaluasi program pemerintah, misalnya dalam program keluarga harapan 

(PKH), layanan puskesmas ramah perempuan, dan pemantauan pelaksanaan perda 

perlindungan anak. Kegiatan ini mencerminkan posisi Aisyiyah bukan hanya sebagai advokat 

kebijakan, tetapi juga sebagai aktor pelaksana dan pengawas sosial yang berperan dalam 

mengawal keadilan distribusi layanan publik (Crisna Dewi, Y.B. Jurahman, 2020). 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan politik Aisyiyah telah 

memberikan kontribusi nyata terhadap pembentukan struktur kebijakan sosial yang lebih 

responsif gender dan berpihak pada kelompok rentan. Peran ini perlu terus diperkuat melalui 

peningkatan kapasitas advokasi, konsolidasi jaringan gerakan perempuan, serta pembentukan 

sistem monitoring evaluasi kebijakan berbasis komunitas. 

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

KESIMPULAN 

Keterlibatan perempuan dalam politik di Indonesia masih menghadapi hambatan 

struktural dan kultural yang cukup kompleks. Meskipun kebijakan afirmatif seperti kuota 30% 

keterwakilan perempuan telah diterapkan, implementasi di lapangan belum berjalan optimal. 

Budaya patriarki yang masih kuat serta minimnya dukungan dari partai politik terhadap kader 

perempuan menjadi penghalang utama. Selain itu, kurangnya pendidikan politik dan akses 

informasi juga turut melemahkan posisi perempuan dalam dunia politik formal. 

Dalam konteks ini, organisasi perempuan berbasis Islam seperti ‘Aisyiyah memainkan 

peran strategis sebagai aktor non-partisan yang mendorong representasi politik substantif 

perempuan melalui jalur advokasi sosial. ‘Aisyiyah tidak hanya aktif dalam kegiatan pelayanan 

sosial dan keagamaan, tetapi juga secara konsisten memperjuangkan isu-isu publik seperti 

perlindungan perempuan dan anak, kesehatan reproduksi, dan pengentasan stunting. 
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Keterlibatan ini menunjukkan bahwa perempuan dapat memainkan peran politik yang 

signifikan melalui pendekatan non-konvensional yang lebih dekat dengan kebutuhan 

masyarakat. 

Bentuk keterlibatan politik Aisyiyah terlihat dalam partisipasi aktifnya di forum-forum 

kebijakan seperti Musrenbang, serta pendirian layanan advokasi seperti LKBH dan pusat 

layanan bagi korban kekerasan. Selain itu, Aisyiyah juga menjalankan strategi berjenjang 

melalui kerja basis, garis depan, dan unit pendukung untuk membangun kekuatan advokatif 

yang berkelanjutan dan berbasis bukti. Pendekatan ini memperkuat posisi Aisyiyah sebagai 

organisasi yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam berkemajuan dengan prinsip keadilan sosial 

dan hak asasi manusia. 

Faktor pendukung keberhasilan Aisyiyah mencakup legitimasi sosial dan religius yang 

dimiliki, struktur kelembagaan yang kuat hingga tingkat akar rumput, serta kaderisasi internal 

yang sistematis. Namun, tantangan tetap muncul dalam bentuk resistensi budaya patriarki, 

stigma terhadap isu kekerasan seksual, dan keterbatasan sumber daya. Ketimpangan relasi 

kuasa antara organisasi masyarakat sipil dan elite politik lokal juga menjadi tantangan yang 

harus dihadapi dalam mendorong kebijakan yang responsif gender. 

Keterlibatan aktif Aisyiyah dalam advokasi sosial terbukti memberikan dampak nyata 

terhadap kebijakan publik, baik secara formal dalam bentuk regulasi maupun secara kultural 

dalam membentuk kesadaran masyarakat. Kontribusi Aisyiyah dalam isu-isu strategis seperti 

perlindungan anak, pengesahan UU TPKS, dan pencegahan pernikahan anak menjadi bukti 

bahwa organisasi perempuan berbasis agama memiliki kapasitas dan legitimasi untuk 

mengintervensi kebijakan sosial. Oleh karena itu, model advokasi Aisyiyah perlu terus 

didukung dan dikembangkan sebagai bagian dari gerakan perempuan yang berorientasi pada 

keadilan dan demokrasi lokal. 

SARAN  

Pertama, penting bagi Aisyiyah untuk terus memperkuat kapasitas advokasinya melalui 

peningkatan pelatihan hukum, pendidikan politik, serta penguatan basis data dan riset sosial. 

Langkah ini akan memperkuat posisi organisasi sebagai aktor kebijakan yang tidak hanya 

moral, tetapi juga berbasis bukti dan profesional dalam menyuarakan kepentingan publik, 

terutama kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan difabel. 

Kedua, perlu dilakukan sinergi yang lebih luas antara Aisyiyah dengan jaringan 

organisasi masyarakat sipil lainnya, lembaga pemerintah, dan media massa. Kolaborasi ini 

dapat memperluas dampak advokasi serta membuka ruang dialog yang lebih luas dan efektif 
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dengan pemangku kebijakan, terutama dalam memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada 

keadilan gender dan hak asasi manusia. 

Ketiga, pemerintah dan lembaga legislatif perlu memberikan ruang yang lebih terbuka 

bagi partisipasi organisasi perempuan dalam proses perumusan dan pengawasan kebijakan. 

Selain itu, dukungan berupa pendanaan, akses informasi, dan regulasi yang menjamin 

partisipasi publik perlu diperkuat agar advokasi yang dilakukan oleh organisasi seperti 

Aisyiyah tidak hanya menjadi gerakan moral, tetapi juga memiliki daya tekan politik yang 

nyata dan berkelanjutan. 
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